BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 42 TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, ESELONERING, TUGAS,
FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA PADA

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan Susunan Organisasi,
Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada
Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis;

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam  Lingkungan  Daerah
Provinsi Sumatera Tengah;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah; dan

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, ESELONERING, TUGAS, FUNGSI DAN
URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKALIS.
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BAB1

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang d1maksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkahs

2. Bupati adalah Bupat1 Bengkahs ,

3. Dlnas adalah Dlnas Sosml Kabupaten Bengkalls

4 Kepala adalah Kepala Dmas Sosial Kabupaten Bengkalis.
5

. Sekretarlat adalah ' Sckretanat ~ Dinas Sosial Kabupaten
Bengkalis. : :

6. Sekretans adalah Sekretaris Dinas Sos1a1 Kabupaten Bengkalis. . |

7. Unit Pelaksana Teknis yang selan_]umya dlslngkat UPT adalah
Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis yang
melaksanakan ‘kegiatan teknis operasmnal dan / atau kegiatan
tekms penunjang tertentu

e BAB 1
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dmas Sosml merupakan unsur pelaksana urusan pemermtahan G
yang menjadi kewenangan daerah. ‘

(2 Dmas Sosml sebagaimana - dunakéud ~pada ayat (1)>
‘berkedudukan dibawah dan bertanggun.awab kepada Bupati
melalul Sekretaris Daerah.

. BABII
SUSUNAN ORGANISASI
~ DINAS SOSIAL
Pasal 3» '
1) ‘Susunan Organisa'si Dinés Sojsiayl, terdiri dar1
a. Kepala | »
b. Sekretanat terd1r1 dari:

1) Sub Bagian Penyusunan Pfogram, :
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
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c 'Bldang Perhndungan dan Jamman 8031a1 terd1r1 dari:

| 1) Sek31 Perhndungan Sosml Korban Bencana Alam
- 2) Seksi Perlindungan Korban Bencana Sos1a1 dan
’ 3) Seksi Jamman 8031a1 Keluarga

d. Bldang Rehablhta31 8031a1 terd1r1 darl o

1) Sek31 Rehablllta31 8031a1 Anak dan Lan_]ut Usia;
- 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
: 3) Seksi Seksi Rehabilitasi 8031a1 ’I‘una Sosml dan Korban
Perdagangan Orang S e : .

e. Bldang Pemberdayaan 8031a1 terdln dan

1) Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan dan Keluarga L

2) Seksi Pemberdayaan Sosial, Masyarakat dan Penerbltan Izm
:Pengumpulan Sumbangan; dan . oL

3) Sek31 Kepahlawanan dan Restoras1 Sosml

f. | Bldang Penanganan Faklr Mlskm, terd1r1 dan

\ 1) Seks1 Ident1ﬁkas1 dan Penguatan Kapa31tas
- 2) Seksi Pendamplngan dan Pemberdayaan; dan

-3 Seksi Pengolahan, Penyaluran Bantuan Stunulan dan
Penataan ngkungan 8031a1 E

g Unit Pelaksana Tekms dan
h: Kelompok Jabatan F‘ungsmnal

'(2) »Bagan Susunan Organ1sas1 Dinas Sos1a1 sebagalmana tercantum’
- dalam 1amp1ran yang merupakan bag1an tldak terp1sahkan dan
: peraturan 1n1 ;

o : BAB IV : =
E TUGAS DAN FUNGSI SERTA URAIAN TUGAS

: Baglan Kesatu f

‘*~Pa’sél' 4‘ ’

 (1) Kepala mempun}’al tugas membantu Bupatl melaksanakan urusan e
pemerintahan - yang menjadi kewenangan daerah dan tugas e

pembantuan d1b1dang Sosml

| (2) Kepala dalam pelaksanaan tugas sebagalmana dlrnaksud pada ayat
(1) menyelenggarakan fungs1 i :

a. perumusan keb1_]akan derah d1b1dang perhndungan dan
_ ]amman ‘sosial, rehab111ta31 sosml pemberdayaan sosial dan
penanganan fak1r mlskm ‘ ‘ ‘



4.

b. ‘prelaks’anaan kebijakan déerah dibidang perlindungan dan
: ]amman sosial, rehabilitasi sos1al pemberdayaan sosial dan
penanganan fakir miskin; ‘

c. pengkoordinasian penyedia' infrastruktur dan pendukung
- dibidang perlindungan dan Jamman sosial, rehabilitasi sosml
 pemberdayaan sosial dan penanganan faklr miskin;-

d. penmgkatan ,kuahtas, -sumber 'daya manusia dibidang

- perlindungan »dan jaminan sosial, rehabilitasi ‘sosial,
pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; S

e. pemantauan, = pengawasan, evaluasi‘ ~ dan pelaporan
penyelenggaraan dibidang perlindungan dan jaminan sosial,
rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial’ dan penanganan faklr o
miskin; :

. f.  pelaksanaan administrasi dinas’sosial; dan

(1)

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan o}leh' Bupati.

 Bagian Kedua
SEKRETARIAT
“Pasal5

Sekretariat mempuriyai tugas po'kok mefnimpin, mengkoordinasikan
dan mengendahkan tugas tugas d1b1dang pengelolaan, pelayanan

" kesekretariatan yang meliputi pengkoordmasmn, perencanaan,

(2

peniyusunan . program dan anggaran, - pengelolaan keuangan,
perlengkapan umum dan kepegawaian. .

Sekretariat dalam " melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: :

a. penyusunan rencana, program eva_luas1 dan pelaporan,

b. pelaksanaan adrmrustram kepegawa_lan dan rumah tangga
Dinas Sosial; : :

C. pelaksanaan adm1n1stras1 keuangan dan perlengkapan serta"
penataan aset;

d. pelaksanaan kurusan' sUrét menyurat,_ kearsipan dan
dokumentasi dan hubungan masyarakat; ' ‘ ' S

€. pelaksanaan ‘urusan hukum, 4 organisasi dan “hubungan -
masyarakat N
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f. pelaksanaan pengkoordlnasmn penyelenggaraan tugas—tugas
bidang; dan : : :

8 pelaksanaan tugas—tugas 1a1n yang dlbenkan oleh Kepala.

(3) Susunan Orgamsa31 Sekretarlat terd1r1 dan

a. Sub Baglan Penyusunan Program, ‘
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

~ Pasal 6
(1) Sub Bagian PenyuSunan ‘Program fnempunyal tugas menyiapkan
bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petun_]uk teknis

serta layanan dibidang penyusunan program sesuai dengan
ketentuan yang berlaku :

(2) Uraian ’I‘ugas tersebut pada ayat ( 1) sebaga1 benkut

a. merencanakan kegiatan Sub Baglan Penyusunan Program "
‘berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data
yang ada sebaga1 bahan untuk melaksanakan kegiatan
sesuai dengan peraturan perundang—undangan yang telah
dltetapkan,

b. menglumpun dan mempelajarl peraturan perundang—undangan
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-
bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Baglan’ :
Penyusunan Program, ‘ '

c. mencan, mengumpulkan,‘ menghimpun, mensistematisasikan
‘dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang -
,bérhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program
sebagai kerangka acuan/ pedoman penyusunan program dan
anggaran kegiatan; = :

d. 'menglnventansu ‘permasalahan-permasalahan yang
berhubungan dengan tugas Sub Bagian. Penyusunan Program
serta menylapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan'
masalah; : :

e. menyiapkan bahan penyusunan kebl_]aksanaan pedoman dan
petunjuk tekms dibidang Penyusunan Programn; '

f. melakukan . koord1nas1 dan smgkron1sa31 kegiatan dengan‘ -
Bldang dan satuan kelja perangkat daerah terkalt 1a1nnya,
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oo mengkoordlmr penyusunan dan’ pembuatan Rencana Kex:]a L
. Tahunan/RKT Dinas, Arah Kebuakan Umum (AKU) Rencana
~Ker_]a Satuan ‘Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) .dan -
Laporan - Pertanggung ~Jawaban - (LPJ), serta Laporan ‘
Akuntabmtas Klnezja Instan31 Pemermtah (LAKIP); 5

: h melakukan koordmas1 ‘dan konsultasi: dengan mstan31 terka1t :
| dalam rangka penlngkatan pengelolaan urusan penyusunan
e program, perencanaan dan anggaran, : 8

1. melakukan koord1nas1 dan s1ngkron1sas1 kegiafan ‘antar'a”
aparatur dan pubhk untuk menghmdan terjadinya duphkasx
wkeglatan R : Y e ,

3. 7mengh1mpun dan menylapkan RKA serta mengkoordlnlr proses; |
o pembahasan dengan 1nstans1 terkalt sampal men_]ad1 DPA;

k. menyusun kelengkapan adm1mstra31 guna melaksanakan‘ |

E keglatan ‘Tahunan berupa pe’cunjuk operas1ona.l penunjukan
pejabat pelaksana teknis kegiatan: dan dokumen kontrak dan
menylapkan rev131 (perubahan) DPA; :

L mengupayakan Anggaran . Pendapatan j Belan_]a Daerah =

~ perubahan (APBDP) guna ' menampung usulan program

pembangunan yang mendesak “yang - t1dak d1rencanakan s
sebelumnya, : ‘

krn.membenkan saran dan pertlmbangan kepada Sekretans tentang" =
‘ langkah- langkah atau mndakan yang pcrlu d1amb11 d1b1dang ‘
. tugasnya, ' :

o '_n.‘membuat laporan : pelaksanaan ’ keglatan Sub  Bagian
i Penyusunan Program sesuai dengan data yang ada berdasarkan :
kegiatan yang telah dilakukan untuk d1pergunakan sebaga1 P
-'bahan masukan bagi atasan dan S L

0. melaksanakan tugas 1a1n _yang’ d1ber1kan oleh ‘Sekretaris ba1k

" secara tertuhs maupun lisan sesua1 dengan b1dang tugasnya -
- dalam - - rangka kelancaran " pelaksanaan = tugas pada .
-Sekretanat E IR N o B e

Pasal 7

(1) Sub Baglan Umum dan Kepegawalan mempunyau tugas menylapkan
bahan-bahan b1mb1ngan kebijakan, pedoman, dan petunJuk teknis
- serta layanan dibidang: Umum dan Kepegawalan sesua1 dengan
_ ketentuan yang berlaku -
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(2) Uraian Tugas tefs_ebut pada» ayat (1) sebagai berikut:

a.

merencanakan kegiatén Sub ‘Bagian j Umum dan Kepegawaian

‘berdasarkan data kegiatan tahun sébelumnya’ dan sumber data

. yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai

dengan peraturan perundang—undangan yang telah d1tetapkan

menghimpun dan mempelajan peraturan perundang-undangan
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-
‘bahan lainnya yang. berhubungan dengan tugas Sub Baglan
Umum dan Kepegawala_n :

- mencan mengumpulkan, rnenghlmpun, men81stemat1sas1kan :

dan mengolah data serta menganalisa’ data dan informasi yang
?berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan,
Kepegawa1an sebagl kerangka acuan/ pedoman penyusunan -
rencana keglatan, '

mengmventansn o 'permaSalahan-permasalahan yang
berhubungan dengan tugas Sub = Bagian Umum dan
Kepegawaian serta mehylapkan bahan-bahan dalam rangka o
" pemecahan masalah; I ‘ o ~ : '

mengarahkan dan - mendlstrlbumkan surat masuk dan keluar
sesuai dengan kepentmgan da_n permasalahannya, |

, menehu usulan perrmntaan forma31 pegawa1 lmgkup dinas, dan ,‘

menyl_a_.pkan _konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai
pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai
dengan kebutuhan dinas;

‘mengatur urusan rumah tangga dmas, menata keindahan dan

‘ kebers1han kantor, serta keamanan hngkungan kantor;

melakukan pengelolaan perpustakaan, kear81pan dinas dan o
melakukan pendokumenta31an keglatan dinas;

melakukan tugas d1b1dang hukum organlsas1 dan tatalaksana
serta hubungan masyarakat; ‘ ‘

membenkan saran dan pertlmbangah kepada Sekretaris tentang -
langkah- langkah atau tindakan yang perlu d1amb11 dibidang
tugasnya, , ‘ :

membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan |
Kepegawalan sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan
yang telah dilakukan untuk d1pergunakan sebaga1 bahan
masukan bagi atasan, dan




(1) Sub Baglan Keuangan dan Perlengkapan mempunyau tugas
_menylapkan bahan bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan

 :';8.' o

Pasal 8 : o -

petunjuk teknis serta layanan dibidang keuangan dan perlengkapan

- sesuai dengan ketentuan yang berlaku

(2)

Uralan ’I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 berlkut

»’.a'.k _merencanakan ‘ keglatan § Sub Baglan Keuangan dan ' 

"Perlengkapan berdasarkan data keg1atan tahun sebelumnya dan T

" sumber data yang ada sebaga1 ‘bahan untuk melaksanakan
- kegiatan’ sesuai dengan. peraturan perundang-undangan yang
) telah dltetapkan, o : pi 5 E

b, mengh1mpun dan mempelajan pera’curan perundang-undangan - "

. kebijakan tekms pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-
bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Baglan '
E Keuangan dan Perlengkapan, LT e g

C. "mencarl mengumpulkan, menghnnpun, ‘mensistematisasikan
dan mengolah data serta menganallsa data dan informasi yang

'berhubungan dengan ‘tugas  Sub ~Bagian - Keuangan dan’\, g

gPerlengkapan sebaga1 kerangka acuan/ pedoman penyusunan
rencana keglatan, : :

d. menglnventarlsu' e péhnésalahaﬁ'—p'ermasalahan yang

, berhubungan dengan tugas Sub Bagian = Keuangan dan =
Perlengkapan serta menylapkan bahan-bahan dalam rangkar
\pemecahan masalah b e

e, f\mengusulkan kepada Sekretans tentang penun_]ukan bendahara

'pengeluaran e pembantu - bendahara . pengeluaran,
fpenylmpan barang, pengurus barang ‘dan pembantu pengurus
E barang, S -

o f. melakukan pengawasan, pengenda_han dan mengevaluasr_

b terhadap klnerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara -
-pengeluaran penylmpan barang, pgngurus barang dan
" pembantu pengurus barang, : ‘ A

g ;menghlmpun dan mempersmpkan bahan dan data untuk i

- peny'usunan rencana kebutuhan barang,

“h. ”melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta il 2

membuat Kartu  Inventaris Barang (KIB) dan membuat Kartu
: 'Inventarls Ruangan (KIR), .




(1)

(2)

9.

‘ i melaksahakan _pengelolaan  administrasi keuangan‘ yang

mencakup administrasi gaji pegawai, gaji tenaga kerja

sukarela/ kontrak, insentif PNS, melakukan usulan kenaikan

‘gaji berkala serta melakukan pembukuan, membuat Laporan

Pertanggung Jawaban (LPJ) keuangan, evalua31 dan laporan
' keglatan keuangan dinas;

e Lmengatur perlengkapan kantor, penataélan dan pengamanan

aset, tindaklanjut LHP, ganti rugi serta proses administrasi
perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan; :

k. membenkan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebaga1
- bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;

1. membuat laporan hasil pelaksanakan tugas Sub Bagian
~ Keuangan dan Perlengkapan sebagai bahan
" pertanggung]awaban, dan - :

m. melaksanakan tugas lain yang d1ber1kan oleh Sekretaris baik
secara tertulis maupun lisan - sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada
Sekretanat ’ ,

| Bagian Ketiga :
BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
- Pasal 9
Bidang Perlindungan dan Jaminan 4SOSla| mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan -
kebl_]akan d1b1dang perlindungan dan j jaminan sosial.

Bidang Perhndungan dan Jaminan Sos1al dalam menjalankan tugas
pokok sebagaJmana dlmaksud pada ayat (1) menyelenggarakan-
fungs1 e ‘

‘ka pelaksanaan keb1_]akan ‘teknis, fasﬂita81 koordinasi, serta

pemantauan dan evaluasi perhndungan sosial korban bencana
alam; :

" b. pelaksanaan kébijakan " teknis fasilitasi, koordinasi, serta

pemantauan dan evaluasi perlmdungan sosial korban bencana ‘
-sosial;
c. pelaksahaaﬁ kebijakan teknis fasilitasi, koordihaSi,‘ serta
pemantauan dan evaluasi jamina_n sosial keluarga; '

- d. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria b1dang)

’perhndungan dan _]amman sos1a1 dan
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e.. pelaksariaan ktly;lkgas lain yang d1b‘ér11i<'an oleh Kepala 'Dinas baik
secara tertulis maupun lisan sesuai dengan b1dang tugasnya
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. ‘

(3) Susunan Orgamsam Blda_ng Perhndungan dan Jaminan Sos1a|
terdiri dan , =

a. SekSI Perhndungan Sosial Korban Bencana Alam;
b. Seksi Perlindungan Korban Bencana 8031a1 dan
c. Seks1 Jaminan Sos1al Keluarga

- Pasal 10

(1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai tugas.;
‘melaksanakan =~ perumusan dan  pelaksanaan  kebijakan,

penyusunan norma; standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian :

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang perlindungan’ sosml korban bencana alam
sesuai dengan perundang-undangan :

(2) Uralan Tugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 berikut:

a. melaksanakan kebijakan, pembenan b1mb1ngan teknis, serta -
supervisi, evalua81 dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan -
dan m1t1ga31, : .

b. melaksanakan kebl_]akan, pembenan bnnbmgan teknis, serta

supervisi, . evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
 penanganan korban bencana alam, pemuhhan dan penguatan
soswl

C. melaksanakan kebl_]akan, pembenan blmbmgan teknis, serta
supervisi, dan pelaporan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan

logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemuhhan trauma I

'bag1 korban bencana alam, dan '

d.' melaksanakan’ tugas 1a1n yang dlbenkan oleh Kepala Bidang
baik secara  tertulis maupun lisan sesuai dengan b1dang1
vtugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

; 'bPas,aI 11

(1) Seksi Perlindungan Korban Bencana Sosial mempunyai tugas
melaksanakan perumusan ‘dan  pelaksanaan  kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur ‘kriteria, dan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang perlmdungan korban bencana 83031a1 sesuai
‘ dengan perundang—undanga.n




(2) Ureuan ’I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 benkut

a. i’.melaksanakan kebuakan, pembenan bnnbmgan teknis, serta

~supervisi,  evaluasi, = dan  pelaporan pelaksanaan
pencegahan, penanganan korban bencana SOSIal politik, dan
. ekonomi; A ; ‘ o

' _b.k\‘melaksanakan kebl_]akan pembenan blmbmgan teknis, serta

- supervisi, ‘evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pernullhan e

3 somal dan remtegram sosml

e ,melaksanakan kebl_]akan, pembenan b1mb1ngan teknis, serta

_supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyediaan
~kebutuhan dasar dan pemuhhan trauma bag1 korban bencana} e

gsos1a1 dan
d melaksanakan t’u'gas" lain yang dlberlkan oleh Kepala Bldang

- baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan . bidang.
tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaa.n tugas. :

Pasal 12

(1) Sek51 Jamman Sosml Keluarga mempunya1 tugas melaksanakan -

' perumusan ‘dan pelaksanaan kebijakan, ' penyusunan norma, r

standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis
dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
jaminan s051a1 keluarga sesua1 dengan peraturan perundang-v
: undangan S :

(2) Ura.lan Tugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 berlkut

a : melaksanakan kebl_]akan, pembenan blmbmgan teknis, serta:
-supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan seleksi,
- verifikasi, validasi, termma31, dan kemitraan jaminan sos1a1 o
: keluarga, L : : :

. b melaksanakan kebljakan pembenan blmblngan teknis, serta

‘supervisi, evaluasi, dan pelaporan- pelaksanaan ‘penyaluran -

| bantuan - dan pendampmgan : Jamman somal
~“keluarga,dan L ; : -

c.. melaksanakan tugas 1a1n yang dlbenkan oleh Kepala Bldang' =
* baik secara ‘tertulis ~ maupun lisan sesuai dengan

'bidang = tugasnya - 'dalam -~ rangka kelancaran .

‘pelaksanaan tugas.

; Baglan Keempat
: BIDANG REHABILITASI SOSIAL



(1)
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Pasal 13

B1dang Rehab1l1tas1 8031a1 mempunya1 tugas menyelenggarakan
perumusan -dan pelaksanaan . kebijakan di bidang

~ rehabilitasi soslal sesuai denganketentuan peraturan perundang-

(2)

undangan

Bldang Rehab111ta81 Sos1al dalam men_]alankan tugas dan kewajiban
sebagaimana  dimaksud = pada ayat (1)  menyelenggarakan
fungsi: ' ' R : :

a. pelaksanaan - kebl_]akan tek:ms, fasilitasi, koordinasi, serta
‘pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti
dan/atau lembaga. Untuk dalam panti disesuaikan dengan
kemampuan dan  kebutuhan berdasarkan pelimpahan

‘ *wewenang dari provinsi; :

b. »pelaksanaan kebgakan teknls, fa8111ta31 koordinasi, serta
pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial disabilitas luar -
panti dan / atau lembaga. Untuk dalam panti disesuaikan
dengan kemampuan dan kebutuhan berdasarkan pehmpahan ‘
wewenang ‘dari prov1n51, o

c. pelaksanaan kebgakan ‘teknis, fasilitasi, koordinasi, serta
“pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan -
korban perdagangan orang di luar panti dan / atau lembaga.
Untuk dalam panti disesuaikan dengan kemampuan dan
kebutuhan = berdasarkan = . pelimpahan °  wewenang

‘dan provm31 R prn |

d. pelaksanaan kebljakan teknls fasmta31 koordinasi, serta
pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia luar
~panti dan / atau lembaga. Untuk dalam panti disesuaikan
kdengan kemampuan dan kebutuhan berdasarkan pehmpahan ‘
wewenang dari provinsi; - : . ‘

€. pengelolaan data pelayanan sosml orang dengan HIV/AIDS
~ (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada -
pemerintah daerah prov1ns1, ’

f. pengelblaan data pelayanan' sosial korban penyaléhgunaan“
- NAPZA untuk d1koord1na31kan dan dllaporkan kepada
pemermtah daerah provinsi; -

‘g pelaksanaan norma, standar, proseduf, dan kriteria dibidang

rehabilitasi sosial di luar panti dan/atau Lembaga; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala baik secara
tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam
_ rangka kelancaran pclaksanaan tugas
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(3) Susunan organ1sas1 B1dang Rehablllta31 Sosml terdiri dari:

. 7 'Sek31 Rehab111ta31 Sosml Anak dan Lan_]ut Usia;

. “Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan

c. Seksi- Rehab111tas1 Sosmd Tuna Sos1a1 dan Korban Perdagangan -
R Orang . :

cr'n

Pasal 14

(1) Seksi Rehab111ta81 Sosw\l Anak dan LanJut Us1a mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan. pelaksanaan kebijakan, penyusunan =
norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan
teknis - supervisi, = serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan e
rd1b1dang rehabilitasi sosial anak dan lan_]ut usia sesuai dengan S

~ketentuan peraturan perundang—undangan '

(2) Uralan Tugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 benkut

a. vmelaksanakan kebgakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta A
4pemantuan dan evalua81 pelaksanaan pelayanan sosial bahta. e
terlantar - e

b ‘melaksanakan kebuakan pelaksanaan b1mb1ngan tekms, serta o
~ pemantuan dan evalua31 pelaksanaan pelayanan sosial anak
terlantar ‘ L

‘c. vmelaksanakan kebl_]akan, pelaksanaan b1mb1ngan tekms, serta :
‘pemantuan dan evaluasi- pelaksanaan pelayanan sosial anak S
berhadapan dengan hukum, : : ‘

d. melaksanakan keb1_]akan, pelaksanaan bunbmgan tekms, serta '
‘pemantuan dan: evaluasi pelaksanaan pelayanan SOSlal anak
yang memerlukan perhndungan khusus '

e. melaksanakan kebl_]akan, pelaksanaan blmblngan teknis, sertav .
‘supervisi, pemantuan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan '
;rehab111tas1 sosial lanjut u31a, dan ’ ‘ :

Cf ‘melaksanakan tugas lain- yang ‘diberikan oleh Kepala B1dang> .
baik secara  tertulis. maupun lisan sesuai dengan bidang
: tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

i}Pasal;ls

(1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas' mempunyai tugas
‘melaksanakan  perumusan - dan . pelaksanaan  kebijakan,
 penyusunan norma, standar,’ proseduf, dan kriteria, dan pemberian
“bimbingan teknis dan supervuisi, serta pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan -di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas
~-sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
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~ (2) Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:

a. melaksanakan kebijakan, pefriberian bbimbingan' teknis, serta
- supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi
v sosml penyandang dlsablhtas ﬁs1k dan sensorik; -

b. melaksanakan kebijakan, pembenan bimbingan 'teknis, serta
supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehablhtam
sosial penyandang dlsablhtas mental dan intelektual; ‘

c. melaksanakan , keb13akan, pelaksanaan bimbingan tekms
pemantauan dan evaluasi pelakSanaan rehabilitas sosw\l
; penyandang dlsab111tas, dan ‘

d. melaksanakan tugas lain yang diberi oleh Kepala Bidang baik:
secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya,
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

Pasa.l 16

(1) Seksi Rehabﬂ1tas1 8031a1 Tuna Sosml dan Korban Perdagangan :
Orang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan,. penyusunan norma, standar, prosedur, -
- dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial
tuna sosial ‘dan korban perdagangan orang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang—undangan. o

(2 Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 berikut:

a. melaksanakan Kebl_]akan, Pembenan blmbmgan teknis, serta
supervisi, evaluasi; dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi
sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga
pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban
tindak kekerasan diluar panti dan/ atau lembaga. Untuk dalam

~ panti disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan
berdasarkan pehmpahan wewenang dari prov1n51 '

b. melaksanakan Kebl_]akan,; Pemberian _bimbingan teknis, serta
supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi
sosial eks tuna susila diluar panti dan/ atau lembaga. Untuk:
dalam panti disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan
berdasarkan pelimpahan wéwenang dari provinsi;

c. ‘mengelola data pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS
(ODHA) ' untuk dlkoordlna51kan dan d11aporkan kepada
pemerlntah daerah prov1n81 : E

d. mengelola data - pelayanan sosiél korban penyalahgunaan
NAPZA  untuk  dikoordinasikan dan dilaporkan kepada
pemermtah daerah prov1ns1




(1)

(2)
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e. melaksanakan kebgakan, E 'eléksanaa_n' .blihbmgan teknis

serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan
- kelembagaan  rehabilitasi sosial - tuna sosial dan

. korban - perdagangan orang d1 luar panti dan / atau

lembaga; dan -
f. melaksanakan 'tugas lain yang dibei'ikan oleh Kepala Bidang

baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kelitna
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
Pasal 17

Bidang Pemberdayaan Sosaal mempunya1 tugas melaksanakan
penyusunan bahan - perumusan  dan pelaksanaan kebijakan di
bidang pemberdayaan sosial sesual dengan ketentuan peraturan

‘ perundang—undangan

B1dang Pemberdayaan Sos1a1 dalam men_]alankan tugas dan

‘kewajiban ‘sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) menyelenggarakan-

fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan ~teknis, fasilitasi koordinasi, serta -
pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, -
keluarga, dan kelembagaan masyarakat

b. pelaksanaan kebl_]akan teknls fasﬂltasi koordinasi, serta

" pemantauan dan evaluas1 pemberdayaan sosml komumtas adat -
terpencﬂ :

- C. pelaksanaan kebl_]akan tekms fasilitasi, koordlna31, - serta .

pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan,
keperintisan, kesetiakawanan, pembinaan mualaf, restorasi-
social dan pemakaman; '

d. pelaksanaah kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta:
pemantauan dan evaluas1 pengelolaan sumber dana bantuan :
sosial; ~ :

e. 'pelaksanaan norma, standar prosedur, dan kriteria dibidang
pemberdayaan sos1a1 dan . : ‘

f. pelaksanaan tugas lain yang dlbenkan oleh Kepala Dinas baik
secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas




e

(3) Susunan Orgamsam B1dang Pemberdayaan Sosml terdiri dan

a. Seks1 Pemberdayaan Sos1al Perorangan dan Kelua.rga ‘ .
 b. Seksi Pemberdayaan Sosial,’ Masyarakat dan Penerbltan Izm '
Pengumpulan Sumbangan, dan
Seks1 Kepahlawanan dan Restora81 8031a1

Pasal 18

(1) Seks1 Pemberdayaan Sosml Perorangan dan Keluarga mempunya1
tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian ="

~ bimbingan teknis dan' supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang pemberdayaan sosial perorangan dan keluarga
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—undangan :

(2) Ura1an ’I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebagal benkut

Ca. melaksanakan kebgakan tekms, fas111tas1 koordma31 serta

" pemantauan: dan ' evaluasi pekerja sosial, pekerja sosial -

- _masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta .
‘tenaga kesejahteraan 3031a1 dan relawan sosml lalnnya,

“b. melaksanakan keb1_]akan tekms, fasﬂ1tas1, koordinasi, serta
' -_pemantauan dan evaluas1 pemberdayaan sos1al komunitas adat h
' terpencﬂ

- c melaksanakan kebljakan tekms fasﬂlta31 koordlnam serta
° pemantauan dan evalua31 lembaga konsultas1 kese_]ahteraan
keluarga dan umt peduh keluarga, dan

- d.'melaksanakan tugas lain yang d1ber1kan oleh Kepala B1dang
o ;balk secara - tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 19 ‘ Gl : E o

(1) Seksi Pemberdayaan Sos1a1 Masyarakat dan Penerbltan Izin
Pengumpulan Surnbangan mempunya1 tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebgakan, ‘penyusunan norma,
- standar, prosedur, dan kriteria, pemberian’ b1mb1ngan teknis dan

. _supervisi, serta pemantauan evaluasi, dan pelaporan - di b1dang
pemberdayaan . - sosial," masyarakat .dan = penerbitan ' izin .
pengumpulan sumbangan sesuai. dengan ketentuan peraturan

' perundang undangan

(2) Urauan Tugas tersebut pada ayat (1) sebagal benkut

a melaksanakan kebuakan pelaksanaan bimbingan teknis, serta
pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis
masyarakat/ pusat kesejahteraan sos1al karang taruna, dan
-lembaga keseJ ahteraan sos1al




'b. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan{bimbingan teknis, serta
pemantauan - dan evalua31 penerbitan izin pengumpulan:
sumbangan dan ‘ : : .

c. melaksanakan tugas lam yang dlbenkan oleh Kepala Bldang‘
baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. '

‘Pasal 20

(1) Seksi Kepahlawanan dan Restora81 ‘Sosial mempunyai tugas
melaksanakan ~ perumusan -dan pelaksanaan  kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan Kkriteria, pemberian
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan -
pelaporan di bidang kepahlawanan dan restorasi - sosial sesua1
dengan ketentuan peraturan perundang undangan

- (2) Ura1an ’I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 benkut

a. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan b1mb1ngan tekms, serta
pemantauan = dan evaluasi  penggalian potensi, nilai
kepahlawanan, Keperintisan, kesetiakawanan,  pembinaan

-mualaf, restoras1 sosial dan pemakaman; '

b. mengelola taman makam pahlawan nasional kabupaten;

C. melaksanakan kebl_]akan, pelaksanaan blmbmgan teknis, serta

pemantauan dan evaluasi tanggung jawab badan usaha =

terhadap penyelenggaran keseJahteraan sosial; dan

d.'melaksanakan tugas 1a1n yang dlbenkan oleh Kepala Bidang
baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang
~ tugasnya dalam r‘angkab kelancaran pelaksanaan tugas.

: Baglan Keenam ‘
BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

.Pasal 2 1

(1) Bidang Penanganan Fakir MlSkln mempunya1 tugas melaksanakan -
penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan
~peraturan perundang—undangan '

(2) B1dang Penanganan Fak1r MlSkln dalam- men_]alankan tugas dan
kewajiban sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) menyelenggarakan '
fungsi:

S a. pelaksanaan o kebijakan tekms - fasilitasi, - koordinasi
pemantauan dan’ evaluasi penanganan fakir miskin perdesaan;




' b,i.pelaks'anaan L fkebijakan tekms _ fasilitasi, koordinasi,~ o
.- . pemantauan- - dan evalua31 penanganan fakir = miskin
' fperkotaan, S e o

- C.: pelaksanaan kebi_]akén fekms fasﬂitaéi koordinasi,
- pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pesisir,
. ‘pulau—pulau kec11 dan perbatasan antar negara, :

d. pelaksanaan venﬁka81 dan valldas1 fak1r szkm cakupan e
3 kabupaten‘ . Lo _ '

Le. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bldang‘ o
penanganan faklr mlskln da_n ‘ Xy : :

f pelaksanaan tugas la1n yang deenkan oleh Kepala Dinas ba1k i
‘secara - tertulis maupun lisan sesuai dengan b1dang tugasnya S
; dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. Lo

(3) Susunan Orgamsa51 B1dang Penanganan Fak1r MlSkln terdiri dan |

a. Sek31 Idenuﬁka81 dan Penguatan Kapasﬂ:as, ;

b. Seksi Pendamplngan dan Pemberdayaan; dan

c. Seksi Pengolahan, Penyaluran Bantuan Stunulan dan Penataan
L1ngkungan Sosml ~

o Pasal 22 f

( 1) Seks1 Identlﬁka31 dan Penguatan Kapa31tas mempunya1 tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
: ‘norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian b1mb1ngan teknis
. dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
identifikasi dan -penguatan kapasitas sesua.l dengan ketentuan ;.
peraturan perundang undangan :

(2) Ura1an Tugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 benkut

:'a.,melaksanakan venﬁkas1 dan vallda81 fak:lr mlskln cakupan.‘
E kabupaten,

"'b".';melaksanakan kebl_]akan pembenkan b1mb1ngan teknis, serta
. supervisi, cvaluas1, dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan -
. pemetaan , S L ; , ,

el melaksanakan kebljakan, pembenkan b1mb1ngan tekms serta
- supervisi, evalua51, dan pelaporan pelaksanaan penguatan' '
- kapasitas; dan . ; .

"-d.k~melaksanakan tugas 1a1n yang d1ber1kan oleh Kepala Bldang‘
fbalk secara - tertulis maupun lisan  sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
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' Pasal23 -
(1) Sek31 ’Pendampm‘gan dan Pemberdayaan mempunyai tugas' -
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan-
-norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis
dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang

pendampingan dan pemberdayaan sesuai dengan ketentuan 4
peraturan perundang undangan '

(2) Uraian 'I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 berikut:

a. melaksanakan kebl_]akan pembenkan bimbingan tekms ‘serta
supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendamping;

B.A melaksanakan kebijakan, pemberikan bimbingan teknis, serta
supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan, '
dan :

_c. melaksanakan tugas léun yang d1berikén oleh Kepala Bidang
baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

Pasal 24 -

(1) Seksi Pengolahan, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan
Lingkungan Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengolahan,
penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ‘

(2) Urala.n Tugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 benkut

a. melaksanakan kebijakan, pembenkan bimbingan teknis, serta
supervisi, ' evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bantuan
stimulan, ' ‘ '

 b. melaksanakan kebl_]akan, pembenkan blmbmgan tekms, serta ;‘ o
- supervisi,. evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penataan
hngkungan sosial; dan . : : :

c. melaksanakan tugas 1a1n yang - dlbenkan oleh Kepala Bldang -
baik secara tertulis maupun lisan ‘sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS
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Pasal 25 :

(1) Pada Dlnas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT)
berdasarkan kebutuhan dan beban kexja

(2) UPT adalah Umt Pelaksana Teknis untuk melaksanakan keglatan
" teknis operaswnal dan atau keglatan teknis penunjang.

(3) UPT d1p1mp1n oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan'
~ bertanggung jawab kepada Kepala D1nas dan secara operasional
berkoordmam dengan Camat :

(4) Pembentukan UPT dltetapkan dengan Peraturan Bupatl dengan
- berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

: BABVI
KELOMPOK JABATAN FUN GSIONAL

Pasa.l 26

( 1) Kelompok Jabatan Fungsmnal terdiri dari seJumlah tenaga dalam ;
‘ jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungswnal d1p1mp1n .oleh seorang tenaga .
fungsional senior yang berada dlbawah dan bertanggun.awab '
kepada Kepala. R v

(3) Jumlah Jabatan F‘ungswnal d1tentukan berdasarkan sifat, Jenls‘
dan beban kerja. ‘

 BABVII
TATA KERJA
Pasal 27
Jabatan Eselonerlng pada D1nas Sosial, terd1r1 dar1
a. Kepala adalah _]aba_tanre_selon I1/b;
b. Sekretaris adalah jabatan eselon III/a;
C. Kepala B1dang pada Dmas Sosml adalah _]abatan eselon II1/b; dan
d. Kepala Sub ‘Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas sosial adalah
jabatan eselon IV/ a.
 BAB VI
,TATA KERJA
Pasal 28 ,
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala, Sekretarls, Kepala Bldang, )

Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional -

dan Kepala UPT wajib melaksanakan prinsip koordlna51, mtegrasy
dan’ smkromsam secara vertikal dan honzontal :
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(Q) Setlap P1mp1nan “ Satuan Organ1sa31 dlhngkungan D1nns .

bertanggung]awab ‘memimpin dan mengkoordmasﬂ(an bawahan -

“ masing-masing dan memberikan blmbmgan serta petun_]uk bagl
: pelaksanaan tugas bawahannya G S S

(3) Setlap leplnan Satuan Organlsas1 dlllngkungan Dmas Wajlb )

mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan |
‘ masmg—masmg serta menyampalkan laporan tepat pada waktunya.

’ ' o BAB IX - =
L PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 29

(1) Kepala dxangkat dan dlberhentlkan oleh Bupatl dari Aparatur Slpll ‘
~Negara (ASN) yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan: :
perundang-undangan yang berlaku '

{2 Sekretans Kepala Bldang, Kepala Sub Baglan Kep ala Seksi, o

Kepala UPT dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan E G

' oleh Bupati sesua1 dengan peraturan perundang—undangan yang
berlaku ' R L : ‘

(3) Pengangkatan Kepala, Sekretans, Kepala B1dang, Kepala Sub
‘Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional, perlu
diperhatikan persyaratan umum kepangkatan serta kecakapan dan
kemampuan tekms yang d1per1ukan untuk kelancaran tugas

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 30

-Sumber—sumber Pemblayaan Dmas dlbebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan BelanJa ‘Daerah, subsidi atau bantuan Pemerintah
Pusat dan bantuan dari lembaga lain yang sah di luar Pemerintah
Daerah dengan persetujuan  Bupati- sesuai dengan peraturan
.perundang—undangan yang berlaku

"BAB XI »L
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3 1

Pada saat Peratu.ran Bupat1 4 ini dmyatakan berlaku PeJabat yang
- lama tetap melaksanakan tugas dan fungsmya sampa1 dllantlkkannya
pe_]abat yang baru
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Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang
mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan ini
dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 30 November 2016

BUPATI BENGKALIS,
AMRIL MININ

FTARIS DAERAH KEBUPATEN BENGKALIS

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 2 Desember 2016

Plt. SE}

HZARIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR42
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